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BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 37 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARA 

a batwa dalarm rangka pelaksanaan Pasal 57 ayat (1) 
Peraturan Daerah Kabupaten  Jepara Nomnor 9 Tahun 
2008 tentang Organisasi dean Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Jepara, mala perlu dtetapkan Penjabar an 
Tugas dan Fungs Dinas Pertanian dan Peternakan 
Kabupaten Jepara 

b batwa untuk maksud tersebut huruf a  perlu  ditetapkan 
dengan Peraturan Bupat 

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan De er ah- Daerah  Kabupaten Dalar 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - undangar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389) 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemenintahan Daer ah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 
tentang Pererintahan Da rah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomnor 59, T ambahan  
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4844) 

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republk 
Indonesia faun 2004 Nomnor 126. Tambahan 
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4438) 
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5. Peraturan Pemnenintah Nomno 79 Tun 2005 entang 
Pedoman Pembinaan a Pen gar eas.an  
Penyelenggaraan Permenintatan Dae 'ah (Lembaran 

Weare Rebik tores Tur 325 N0mg¥ %6 
Tambahan Lembaran Negara Repubk indo a Noor 
4593) 

6. Peraturan Pemenintah Nomor 38 TAhun 2007 1tang 
Pemnbagan Urusan Pernenintahan Antare Perreint 
Pemenintahan Daerah Provinsi, Dan Peenintatan 

Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Repubii 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Dau rah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahen 
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4741) 

8 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahu 2007 tentang 
Pengesahan, Pengunangan dan Penyebarluasan 
Persturan Perundang-undang 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemenintahan yang menjade 
Kewenangan Pererintahan Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 
Tarnbahan Lembaran Daer ah  Kabupaten  Jepara  Nomou  
2) 

10 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Organisasi dean Tata Kena Dinas Daerah 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 7 )  

ME MUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN 
FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN 
JEPARA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Daiam Peraturan Bupat »ye9"sod dengan 
1 Daerah adalah Kabupaten Jepara 
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Peranglat De rah sebagai unsur 

penyelenggara pemenintahan daerah 
3 Bupati adalah Bupati Jepara 
4 Sekretanis Daerah adalah Sekretanis Daerah Kabupaten Jepara 
5 Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peteralan 

Kabupaten Jepara 
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6 Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingiat UPT adalah unit 

pelaksana teknis Dias Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara 
7 Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelomnpok Jabatan Fungsional yang 

berada pada Dinas Pertanian dan Peternakan 

BAB l 

Susunan Organisasi 

Pasal 2 

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdin1 dart 
1 Kepala 
2 Sekretaniat, membawatw 

a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 
b) Sub Bagan Keuangan, 
c) Sub Bagan Umum dan Kepegawaan 

3 Bidang Tanaman Pangan, membawati 
a) Seksi Rehabilitasi, Pertindungan den Produksi Tanaman Pangan, 
b) Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanamnan Pangan 

4 Bidang Holt#ultura, membawah¥ 
a) Seksi Rehabilitasi, Perlindungan an Produksi Tanamnan Hort#ultura 
b) Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Perm@saran Tanaman Holtkultura 

5 Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternak.an, memberwahi 

a) Seksi Produksi Peternakan 
b) Seksi Usaha Tani eternakan 

6 Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyaralat Veteniner membawati 
a) Seksi Kesehatan Hewan 
b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteniner 

7 UPT, 

8 Kelompok Jabatan Fungsi+onal 

BAB I 

Bagan Pertama 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 3 

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunryair tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomni dan tugas pembantuan di bidang 
Pertanian sub bidang Pertanian dan Peternakan 

Pasal 4 

Untuk menyelenggaraka tugas sebagarrana dimnaksud dalam Pasal 3. Dinas 
Pertanian dan Petermnakan mempunyar fungse 
a perurusan kebiakan teknis sesua dengan ling#up tugasoya 
b penyelenggaraan urutan pemerintahan dan pelayanan urnumn sesuai dengan 

hingkup tugasnya 
c pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuar dengan ling#up tuagas0ya dan 
d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupat sesua dengan tu.gas dan 

fungsinya 
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Bagan Kedus 

Kepala 

Pasal 5 

Kepala Dinas Pertanian dean Peternal.an memnpunyar tugas merimpin dan 
bertanggungrarw at.as pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagauana 
dimnaksud dalamn Pasal 3 dan Pasal 4 

Pasal 6 

(1)Sekretariat mempunyat tugas melaksanak.an kegat.an surat-mnenyurat 
perjalanan dinas, periengkapan, kepegarwaian, keuangan, kearspan 

pemeliharaan dan penyusunan programn, evaluasi dan lap0ran 

(2) Sekretaniat dipimpin oleh seorang Seretans yang berada dibawah darn 

bertangoungarwa kepada Kepala Dinas 

Pasat 7 

Untuk menyelenggaraka tugas sobagaimnana dinaksud dalam Pasal 6, Sekretaniat 

mempunyai fungsi 
a perencanaan, rvaluars den laporan 
b penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerurahtanggaan dan per)alanan 

dinas 
c penoelolaan u"""8awan euanon dean columentest 
d penyajian bahan kebijak.an pirpinan, 

e pelaksaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuar tugas 
dan fungsinya 

Pasal 8 

(1)Sekretariat terdini dani 
a Sub Bagan Perencanaan dan Evaluasi 
b. Sub Bagan Keuangan 
c Sub Bagan Umum dan Kepegawaian 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertangungiarwa kepada Sekretanis 

PAsal 9 

Sub Bagan Perencanaan dan Evaluasi mempuryai tugas moryusun rencana darn 

evaluasi pelaksanaan program kegitan serta lap0ran instansi 

Pasal 10 

Untuk menyelenggaraka tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 9, Sub Bagan 
Perencanaan dan Evaluasi mempunyat fungsi 
a perencanaan kegatan dan pengendahian program kerja 
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b peyusunan dan mengloordinasik peryusunan Rencana Strategs Penetapan 
Kinerja Rencana Kerja dan Ag9aran serta Laporan Pertanggungawab 
Pemenintah Daerah 

c pelaksanaan peryusunan Laporan Akuntabhit.as Kinernja lnstans Pernenintah dan 
laporan-laporan insidentil; 

d pelaksanaan pengurpulan, peneltan, analisa pengeolaan penyaan data den 

menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas sert.a menyusun bahan pernbinaan 
organisasi dan tatalaksana 

e penyusunan laporan sesuar dengan b»dang tugasnya 
f pengkoordinaswan penyiapan bahan perurmusan kebakan teknis di bi«dang 

Perencanaan Keuangan dan program egatan, penelirtian dan membuat 
pelaporan egiatan Dinas 

g pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk 
menyelesaikan masalah sesuai ling#up tugas0ya 

h pengkoordinasuan pelaksanaan tugas secara internal dan srsuai lingup 
tugasnya 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi liner)ya sesua ling#up tgasya 

j peyiapan bahan peryusunan lap0ran liner)a dan keuangan ssuai linkup 

tugasnya 
k pelaksanaan pemnbinaan, penlaian dan valuasi linerja bawahannya 
I penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagan Perencanaan dan Evaluasi 
m pelaksana n tupas-tupas lain yang dibenikan oleh Sekretanis sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

Pasal 1f 

Sub Bagan Keuangan mempunyai tugas melaksanal.an administrasi penata 
usahaan kuanan, pengelolaan keuan9an dan pertangungarwab amninistras 
euangan 

Pasal 12 

Untuk menyelenggar akan tugas sebagaimana dimaksud dalamn pasal Pasal 11, Sub 
Bagian Keuangan mempunyar fungs 
a perencanaan keuangan Dinas 
b penyusunan anggaran belanja langsung dan tdal langsung 
c pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembuluan, verifkasi 

rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja lan9sung an talk langsung 
d peryusunan laporan perhitungan dan pertanggungawab keuangan 
e pelaksanaan koordinasi secara internal di lingungan unit kejar 
f pelaksanaan dan pengkoordinasia pengelolaan administrasi keuangan darn 

akuntansi Dinas 
g perbuatan laporan sesuar dengan bwdang tugasnya 
h pengkoordinasia peyiapan bahan perurnusan keb iakan  teknis  dibidang  

keuangan  
pemberian saran, pendapat dan pertimbangan epada atasannya untuk 
menyelesaik.an masalah sesuar ling#up tugasnya 
pengioordinasia pelaksanaan tugas-tugas sesuai ling#up tugarya 

k pelaksanaan monitoring dan evaluasr inerja sesuai ling#up tugasnya 
l peryiapan bahan peryusunan laporan linerja dean keuangan sesuai ling#up 

tugasnya 
m pelaksanaan pembinaan, per lai an  dan  evaluasi  linerja  bawahannya  
n  pelaksanaan  tugas-tugas lain yang dibenik.an oleh Seretanis sesuai engan 

ugas dan tungsunya 
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Pasal 13 

Sub Bagan Urum dan Kepegawaian mempunyar tugas menyelenggar al.an urus-a 

surat menyurat. kearsipan, kerurahtanggaan perjalanan dinars. pertengiapan d 
kepegawaian 

Pasal 14 

Untuk menyelenggaraka tugas sebagaimnana dimnaksud dal Pas8l 13, Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tungsi 
a penyusunan rencana anggaran kebutuh an barang 
b penyusunan data dan administrasi inventaris Dinas 
c pelaksanaan etatalaksanaan urumn meliputi administrasi urnurn, surat 

menyurat, kearsipan dan adrministrasi kepegawaian 
d pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas 
e pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 
f pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas 
g pengurusan mutasi, dilat kesejahteraan pegarwai, hak dan kewapban peganwa 
h pelaksanaan tugas pemnbinaan administrasi urnumn dan kepegrwaian 

pelaksanaan koordinasi secara internal di ling#ungan unit kerja 
j pelaksanaan kehumnasan dan keprotokolan, 
k pengkoordinasian peryiapan bahan perurusan kebakan teknis di bidang 

Umum dan kepegawaian 
pemnbenan saran, pendapat dan pertimnbangan kepada atasannya untuk 
menyelesakan masalah sesuai hingkup tugasnya 

m pengkoordinasia pelaksanaan tugas-tugas sesuai ling#up tugas0ya 
n penyiapan bahan peryusunan laporan liner'ja dean keuangan sesuai bi«dang 

tugasnya 
0 pelaksanaan monitoring dan evalusi, dan mernbuat laporn kinerja sesuai 

ling#up tugasnya 
p pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi linerja bawahannya 
q pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Sekretanis sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

Bagan Keempat 

Bidang Tanaman Pangan 

Pasal 15 

(1) Bidang Tanaman Pangan mempuryai tugas melaksanakan usaha-usaha 
peningkatan produksi tanamnan pagan 

(2) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggungiarw kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternaan 

Pasal 16 

Untuk melaksanakan tugas sebagairana dimnaksud dalamn Pasal 15 ayat (1), Bidang 
Tanaman Pangan mempunyai tungs 
a perencanaan program peningkatan produks tanaman pangar 
b pelaksanaan kegatan intensifkasi pertanian 
c pelaksanaan kegiatan penyuluhan dibi«dang tanaman pangan 
d pelaksanaan kerjasamna dan koordnasi 
e penyelenggaraan dan pelayanan administrasi 
f pemnberdayaan kelomnpok tani 
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g penyiapan, penyaluran, dan pengembangan bi@bit 
h pengawasan peredaran dan penggunaan pestisida 

pengaturan dan pembinaan pola tanamn dan perupuan 
j pencegahan dan penanggulangan hama dan peryalit tanarnan 
k penyuluhan dan bimbingan teknis di bidangnya, 
I pembinaan pemanfaatan air inigasi 
m pemanfaatan varietas dan klon komoditi dan tanaran pan9an 

n pembinaan diversifkasi tanaran pangan 
o perijinan dan pembinaan usaha tanaman pangan 
p rehabihtast dan pemberdayaan lahar 
q pembinaan dan pengembangan teknologi pertindungan tanarnan pangan 
r pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan 

Peternakan sesuai dengan tugas & fungsinya 

Pasal 17 

(1) Bidang Tanaman Pangan terdint dan 

a Seksi Rehabilitasi, Pertindungan an Produksi Tanaman Pangan 
b Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan 

(2)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin olet 
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungarwab kepada kepala 
Bidang Tanaman Pangan 

Pasal 18 

Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas 
melaksanakan usaha-usaha peningkatan produksi ketahanan pangan, intensifkasi, 
rehabilrtas, perindungan tanaman dan binbungan sarana produksi di bidang 
tanaman pangan 

Pasa! 19 

Untuk menyeienggar aian tugars svebeagerneana dirnaksud daliamn Pasal 18, Seisi 
Rehabilitasi, Pertindungan dan Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi 
a perencanaan program peningkatan produksi tanaman pangan 

b pelaksanaan kegatan intensifikast tanaman pangan 
c pembinaan dan bimbingan pengunaan sarana produksi tanaman pangan, 
d pembiaan dan bimbingan pembibitan dan penanaran 
e penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya 
f pembinaan pemanfaatan air ingasi, 
g pencegahan dan penanggulangan hara tanaman pangan; 
h. pemanfaatan vanetas ,klon komoditi dan diversifikasi tanamnan 

pembinaan pola tanaman dan pemupukan, 
j koordinasi kegiatan-kegiatan di bidang0ya 
k rehabilrtasi dan pemberdayaan tanaman pan9an, 

pembinaan dan pengembangan teknologi, Perlindungan tanamnan Pangan 
m pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Kepala Bidang Tanaman 

Pangan sesuar tugas dan fungsunya 

Pasal 20 

Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan emasaran Tanaman Pangan mempunyai 
tugas melaksanakan usaha fasiltasi pengolahan dan pemasaran hasid tanaman 
pangan 
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Pasal 21 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalamn Pasel 20, Seksi 
Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemnasaran Tanamnan Pangan mempunyau 
tungsi 
a perencanaan dan bimbingan tenis pengolahan dan Pemasaran Hasit Tanaman 

Pangan; 
b promosi hast Tanaman Pangan, 
c pengembangan Teknologi Tepat Guna 
d fasitasi dan kenjasama pengolahan pasca panen 
e peningkatan diversifkasi gzi hasit tanarnan pangan 

f. pembinaan usahatan bidang pemasaran tanarnan pangan 
g penyelenggaraan egiatan administrasi seks pengolahan dan pemasaran 

tanaman pangan, 
h pelaksanaan tugas-tugas lain yang iberikan oleh Kepala Bidang Tanaman 

Pangan sesuar tugas dan tungsinya 

Bagan Kelima 

Bidang Hortikultura 

Pasal 22 

(1)Bidang Hortikultura merpunyair tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan 
produks rehabilitasr dan perhindungen serta pengolahan dan pemasaran 
pertanian tanaman hortikuttura 

(2) Bidang Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertangungawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan 

Pasal 23 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagamnana dimnaksud dalam Pasal 22. Bidang 
Hortikultura mempunyair fungsi 
a perencanaan program peningkatan produksi pertanian horbkultura, 

b pelaksanaan kegiatan intensifkasi pertanian hortiutura 

c pembinaan dan bimbingan penggunaan sarana produksi 
d pembinaan dan bimbingan pembibrtan dan penanaman pengolahan dan 

pemasaran hasil, 
e pencegahan dan penangqulangan hama dan penyalit tanaran hortikultura 
f pembinaan usaha pertanian hortikultura 
g koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya 
h penyelenggaraan kegiatan administrasi dibidangnya 

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Kepala Dias Pertanian dan 
Peternakan sesuai dengan tugas dan tungsinya 

Pasal 24 

(1) Bidang Hortikultura terdini dani 
a Seksi Rehabilitasi, Perindungan dan Produksi TVanaman Hortikultura 

b Seksi Sarana Prasarana Pengolaban dan Pemasaran Tanaman Hortikultura 

(2)Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
se0rang Kepala yang berada di bawah dan bertan9ungarwab kepada Kepaa 
Bdang hortikuttura 



Pasal 25 

Seksi Rehabrtasi, Perlindungan dan Produksi Tanaman Hort#ultura merpurya 
tunas metaleanakn us8h-usaha openwnoatan produks et.aan1a0 0a0an 
intensfkasi, rehabilitasi, perhindungan tanamnan dan bimbingan sarana produksu 
dibidang tanaman hortikuttura 

Pasal 26 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dnaksud dalamn Pasal 25, Sekst 
Rehabilitasi Pertindunan Dan Produks TVanaman Hortikultura merourva tunas 
a perencanaan program peningkatan produksi pertanian tanaman hortkultura 
b pelaksanaan kegiatan intensifkast pertanan tanaman hortkultura 
c. pembinaan dan bimbingan penggunaan sarana produks tanamnan hortikultura 
d pembinaan dan bimbingan pembibtan darn penanaran, 
e penyelenggaraan kegatan administrasu dibdangnya 
f pembinaan pemanfaatan air «gas4 

g pencegahan dan penanggulangan hara/penyalt pertanian tanaman 
hortkultura 

h pemanfaatan varietas klon komoditi dean diversifkasi tanaman 

pembinaan pola tanarmn dan perupukan, 
j koordinasi keqatan-kegatan drbwdangnva 
k rehabilitasi dan pemberdayaan lahan pertanan tanaman horti#ultura 
I pembinaan dan pengembangan Teknologi Perlindungan Tanaman Hortikultura 
mn. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Kepala Bidang Hortikultura 

sesuar tugas dan tungsunya 

Pasal 27 

Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura 

mempunyai tug.as melaksaakn usah-us.aha pen9Olah'an da peas.a hi 
erte.et%7.h0bi.tu 

Pasal 28 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 27, Seksi 
Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanaman lortikultura mempunyai 
tungsi 
a perencanaan dan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasit pertaria 

tanaman hortikuttura 
b promosi hasil pertanian tanaman hortikultura 
c pengembangan teknolog tepat guna 
d fasifitasi dan kerjasama pengolahan pasca panen 
e peningkatan drversifikasi gizi hast pertanian tanarnan hortikultura 
f pembinaan usaha tani bidang pernasaran pertarian tanaman hortikultura 
g peryelenggaraan kegiatan administrasi seks pengolahan dan perasaran 

tanaman hortikultura, 
h Penyelenggaraan administrasi dibidangnya 

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan Kepala Bidang Hortikulttura sesuai 
tugas dan fungsinya 
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Bagian Keenam 

Bidang Produkst dan Usaha Tai Peternakan 

Pasal 29 

(1)Bidang Produksi dan Usahe Tani Peternakan mempunyai tugas melaksanakan 
usaha peningkatan produks dan pengembangan manageren usaha tani 
peternalan 

(2) Bi«dang Produksi dan Usaha Tani Peternakan dipimnpin oleh seorang kepala yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan 
Peternakan 

Pasal 30 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalamn Pasal 29, Bidang 
Produksi dan Usaha Tani Peternakan mempuryai fungsi 
a perencanaan dan evaluasi program peningiat.an produks dan usaha tani 

peternakan 
b melakukan usaha - usaha penngkatan produksi 
c pemantauan mutu ternak bibt 

d bimbingan produksi dan pakan ternak 
e perijinan usaha peternakan 
f pembinaan pengolahan hast peternakan 
g pembinaan pemanfaatan teknolog tepat guna pengolahan hasil 
h fasilitas perasaran hasil 

promosi pemasaran hasil 
j pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan serta peredaranya 
k pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Dinas Pertarian dan 

Peternakan sesuar tugas dan fungsinya 

Pasal 31 

(1) Bidang Produks dan Usaha Tani Peternakan terdii dari 

a Seksi Produksi Peternakan 
b Seksi Usaha Tari Peternakan 

(2)Masing - masing seksi sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
se0rang kepala yang berada dan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan 

Pasal 32 

Seksi Produksi Peterakan mempunyar tugas melaksanakan usaha peningkatan 
produksi, pengadaan ternak bibit, bimnbingan dan peryuluhan serta pengawasan 
mutu pakan ternak 

Pasal 33 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 32 Seksi 
Produksi Peternakan mempunyai fungsr 
a perencanaan dan pelaksanaan kegatan peningiatan produks peternakan 
b bimbingan teknis reproduksi dengan menyusun kebututhan semen beku 

mengadakan dan menyebarkan semen beku dan membantu inseminasi buatan 
c pemantauan mutu ternak bibit 

d bi mbi nga n  pengawasan, peredaran dan pengunaan pakan ternak 
e bimbingan pengkapan dan pener apan teknologi dibi«dang peternakan 
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f koordinasi kegiatan - kegatan diordangrya 
g bimbingan teknis pemehiharaan 
h pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Bidang Produksi dan Usaha 

Tani Peternakan sesuar tugas dan tungsunya 

Pasal 34 

Seksi Usaha Tani Peternakan mempunyat tugas melaksanakan usaha - usaha 
peningiatan pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha peternakan 

Pasal 35 

Untuk menyelenggarakan tugas ebagamnana dimnaksud dalamn Pesa 34, Seks 
Usaha Tani Peternakan mempunyai fungsi 
a perencanaan dan pelaksanaan kegatan pengolanan, pemasaran dan 

pengemoangan usaha peternakan 
b pembinaan penanganan pasca panen dan pengolahan hasl peternakan 
c pembinaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna pengolahan has 
d promost has peternakan 
e fashrtas pemasaran hasl peternakan 
f penanganan perijinan usaha peternakan 
g koordinasi kegiatan dibidangnya 
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Kepala Bidang Produksi dan 

Usaha Tani Peternakan sesuair tugas dan fungsinya 

Bagan Ketuuh 

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Pasal 36 

(1)Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyaralat Veteriner mempunyat 
tugas bimbingan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner 
peyebaran dan pengembangan peternakan 

(2) Bidang Kesehatan lewan dan Kesehatan Masyarakat Veteniner dipimpin olet 
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung yawab epada Kepaia 
Dinas Pertanian dan peternakan 

Pasal 37 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimnana dimnaksud dalam Pasal 104, Bidang 
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempuryai fungsi 
a pengamatan, penyrdkan, epidemologr dan perbuatan peta penyalt ternak 
b pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan peryalt hewan 

c pelaksanaan dan bimbingan pelaryanan kesehatan hewan serta permantauan 
peredaran dan pengguraan obat hewan 

d pelaksanaan dan bimbingan pengarwasan kesehatan mnasyarakat vetenner 

sanitasi usaha peternakan, pengawasan kesehatan pemotongan hewan 
e Pengawasan kesehatan masyarakat vetenner 
f Penceganan penyalt hewan menular dalam wilayah Daer ah 

g Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di Daerah 
h pengeioiaan laboratorium type C 

pengawasan kesehatan hewan lalu lintas ternak 

peryeboaran, pengemoangan dan redistribusi ternak 
k pelaksanaan dan bimbingen identirfkasi wlaryah peryebaran dan pengembangar 

ternak 
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I pelaksanaan dan bimbingan penataan, pengelolaan administrasi peryebaran 
dan pengembangan ternak 

m pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dibi«dangnya 
n pelaksanaan tugas - tugas lain yang dibenik.an oleh Kepala Dinas Pertan»an dan 

Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsnya 

Pasal 38 

(1)Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Mas yarakat Veteriner terdini dart 
a Seksi Kesehatan Hewan 

b Seksi Kesehatan Masyarakat Vetenner 

(2)Masing - masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepal 
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteniner 

Pasal 39 

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pembinaan dan bimbingan pelayanan 
kesehatan hewan dan sanitasi ling#ungan 

Pasal 40 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 39 Seksi 
Kesehatan Hewan mempunyai fungsi 
a pengamatan penydkan epdemologr dan pemo"""Pa peryalt terak 
b Penerapan kebijakan obat hewan dalam wlayah Daerah 

c Identifikasi dan inventanisasi kebutuhan obat hewan dalarmn wlayah daerah 
d Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, ios 

dan pengecer obat hewan dalam wlayah Daer ah 

e pencegahan, pemberantasan (penanggulangan perryalit hewan) 
f pelaksanaan dan bimbingan pelayanan kesehatan hewan serta pemnantauan 

peredaran dan pengunaan obat hewan 

g pengelolaan laboratorium type C; 
h pengawasan kesehatan hewan lalu lintas ternak, 

era sama dan koordinasi dibidangrya 
pelaksanaan tugas - tugas lain yang dbenikan olen Kepala Bidang Kesehatan 
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteniner sesuar tugas dan fungsunya 

Pasal 41 

Seksi Seksi Kesehatan Masyarakat Veteniner mempunyai tugas bimbingan dan 
pembrnaan Kesehatan Masyarakat Veteniner. 

Pasal 42 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalamn Pas.al 41 Seksi 
Kesehatan Mas yarakat Veteriner mempunyai fungsi 
a Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner 

b Penanggulangan wabah dan penyalt hewan menular dalam wilayah Daerah 
c Pelaksanaan pelayanan med/paramedik veteriner di Daerah 
d Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan iin usaha peternakan 
e Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai stander dalam 

wlayah Daerah 
f Bimbingan dan perantauan ternak bibit asal imnpor wlayah Daerah 
g Pembenian surat keterangar asal hewan dan produk hewan 
h Pembenian rekomendasi instalasi karantina hewan dalamn wilayah Daerah 

-- 



• 

Bimnbingan kelembagaan / perhimpunan Dokter Hewanindones»a (PDHl, at 

wilayah daerah 
j kerja sama dan koordinasit dibidangrya 
k pelaksanaan tugas - tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Bi«dang Kesehatan 

Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteniner sesuai tugas dan fungsr7ya 

Bagan Kedelapan 

Unit Pelaksana Tkxnis 

Pasal 43 

(1) Unit Pelsksang Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dinas dipimpin 
oleh seorang kepala yang beradea dibawah dan bertanggungawab kepada 
Kepala Dinas 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimnaksud pada ayat (1), Unit 
Pelaksana Teknis mempunyai fungsi 
a pelayanan umum , 
b pengelolaan unit pelaksana teknirs di bidangnya 
c pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Dinas Pertanian 

dan Peternakan sesuai tugas dan tungsunya 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 44 

Ura»an tugas Dinas Pertarian dan Peternakan akan ditetapkan lebih lanjut oleh 
Bupat 

Pasal 45 

Peraturan Bupati ini mulai beraku pada tanggal diundangian 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mermenintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalamn Benita D@erah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 20 lcpumte 1008 

too »Rro.Jo 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 20 Acprnter 1008 

SEKRETARIS DAERAH 

TA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 24 
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